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ABSTRAK 
  
Fathiya Rizza Amalia (B111 10 910) “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi” (Studi Kasus 
Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.Barru). Dibimbing oleh Bapak M. 
Syukri Akub selaku Pembimbing I dan Ibu Azisah selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, 
untuk mengetahui penerapan hukum pidana  terhadap pelaku penyedia 
sarana praktik prostitusi, dan yang kedua, untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
penyedia sarana praktik prostitusi. 
 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Barru, yaitu Pengadilan 
Negeri Barru, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. 
 
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai 
berikut, (1). Penerapan hukum Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak 
Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi adalah sudah tepat, dengan 
alasan antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur dalam Pasal 296 
KUHPidana saling mencocoki. Jaksa  Penuntut Umum menggunakan 
Dakwaan Subsidair yaitu Dakwaan  Primair Pasal 296 KUHPidana, 
Subsidair Pasal 506 KUHPidana. Dimana, Terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Penyedia Sarana 
Praktik Prostitusi sebagaimana telah diatur Pasal 296 KUHPidana. (2) 
Bahwa yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
Penyedia Sarana Praktik Prostitusi dalam Perkara Nomor 
12/Pid.B/2013/PN.BR adalah adalah (a). Pertimbangan terbuktinya dasar 
delik Pasal 296 KUHPidana dengan alat bukti berupa 1 (satu) lembar 
uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar 
uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). (b).Alasan yang 
memberatkan berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan 
dapat merusak moral. (c).Alasan yang meringankan terpidana berupa 
terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa bersikap sopan dan 
mengakui semua perbuatannya selama di persidangan dan berjanji tidak 
akan mengulangi perbuatannya lagi. 
  
  
vi 
ABSTRACT 
 Fathiya Rizza Amalia (B111 10 910), "Judicial Review of Criminal 
Offense of A Prostitution Provider (A Case Study of Decision Number 
12/Pid.B/2013/PN.Barru)”. Revised by  M. Syukri Akub and Azizah. 
 
The purpose of this research is to find out 2 main things, 1) the 
application of criminal law to Prostitution Provider, and 2) the 
consideration of the judge in convicting the Prostitution Provider. 
 
This research took place at Pengadilan Negeri Barru which is 
located in Barru regency. In collecting research data, the research student 
applied literature study and field study method. 
 
The result of this research shows that 1) the application of the law, 
Article number 296 KUH Pidana about Criminal Offence of Prostitution 
Provider is right and appropriate because the defendant's action and the 
elements found in Article number 296 KUH Pidana matched each other. 
Public prosecutor applied Subsidiary charge, the primary charge of Article 
number 296 KUH Pidana, Subsidiary of Article number 506 KUH Pidana. 
The defendant was proven legitimately to have committed The Criminal 
Offense as Prostitution Provider in the same manner as mentioned in 
Article number 296 KUH Pidana, and 2) the basic review in convicting the 
prostitution service provider in case number 12/Pid.B/2013/PN.BR was 
considered from few things: (a) the consideration of the proven of basis of 
Article 296 of the Criminal Code (KUH Pidana) with evidence in the form of 
1 (one) sheet of Rp5,000, - (five thousands rupiah) and 1 (one) sheet of 
Rp10.000, - (ten thousands rupiah), (b) the incriminating factors: the 
defendant’s action clearly disturbed and unsettled the society, it also can 
damage the moral and ethic code in the society, (c) the factors that 
mitigated the punishment of the defendant: the defendant had never been 
convicted for any form of criminal action before, the defendant was polite 
and acknowledged all of his actions during the trial and promised not to 
repeat his action anymore. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Modernisasi dan globalisasi dewasa ini tidak hanya terjadi di 
daerah metropolitan di Indonesia tetapi juga di daerah pedesaan yang 
memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya yaitu 
menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat memberikan dampak buruk 
bagi masyarakat dan salah satu gejala sosial yang menonjol ialah 
bermunculannya praktik prostitusi yang tidak hanya melibatkan orang-
orang dewasa saja tetapi juga kalangan remaja yang terus tumbuh dan 
berkembang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga ikut 
menjalarnya prostitusi yang berkedok bisnis baik berskala kecil seperti 
warung remang-remang ataupun berskala besar seperti lokalisasi. 
 Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri dianggap telah 
melanggar rmengenai norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar 
bertingkah laku dalam masyarakat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan 
hanya menyangkut soal kebirahian, akan tetapi meliputi semua kebiasaan 
hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat 
(tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang 
bersangkutan. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur 
tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), perbuatan 
yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan 
2 
terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan 
meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan 
kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai 
sekarang sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.1 
Menurut Kartini Kartono: 2 
“Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit 
masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa 
mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.” 
 
 Pelacuran itu selalu ada pada semua Negara berbudaya sejak 
zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial 
atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Akan tetapi, sejak adanya 
masyarakat manusia yang pertama hingga dunia akan kiamat nanti, “mata 
pencaharian” pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir-hampir 
tidak mungkin diberantas selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas 
dari kendali kemauan dan hati nurani.3 
 Di dalam prostitusi juga terdapat beberapa pihak yang erat 
hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu 
mata rantai yaitu pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau 
germo dan pelanggan. Seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak 
ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang 
mengatur pertemuan di antara keduanya. Seseorang tidak hanya 
dikatakan mucikari apabila menjadi penghubung tapi juga apabila 
                                                           
1
 Grace Patricia Watak, 2009, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari, 
http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html, 
diakses pada tanggal 5 November 2013.  
2
 Kartini Kartono, 1981, Patologi Sosial jilid 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal 207 
3
  Ibid 
3 
seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat 
disebut sebagai mucikari atu germo.  
 Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang 
mengatur  mengenai prostitusi atau pelacuran tetapi diatur didalam 
KUHPidana mengenai Kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan 
perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan 
perempuan dan anak yang belum dewasa (Pasal 297).  
 Selanjutnya, terkhusus pada Pasal 296 KUHPidana yang 
dimaksudkan dalam pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang 
yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang 
terdapat banyak di kota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus 
dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya (dengan 
pembayaran) atau kebiasaaannya (lebih dari satu kali) sesuai dengan isi 
Pasal 296 KUHPidana yaitu:4 
“Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu 
dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul 
dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun 
empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu 
rupiah.”  
  
Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan 
rumah atau kamarnya (dengan pembayaran lebih dari satu kali) kepada 
perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan 
nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan 
pula tempat tidur.5 
                                                           
4
 R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, hal 217 
5
 Ibid. 
4 
 Orang-orang yang disebut germo inilah yang menurut Pasal 296 
KUHPidana dapat dipidana. Tetapi sangat jarang kita mendengar para 
mucikari diusut oleh kepolisian dan diajukan penuntutan ke pengadilan 
oleh jaksa penuntut umum. Pasal ini formal masih berlaku, tetapi pada 
kenyataannya jarang ditindak oleh para penegak hukum.6  
 Masyarakat seringkali hanya menyorot bahwa pelacur saja yang 
paling dianggap penting di dalam persoalan praktik prostitusi dan 
melupakan persoalan mucikari atau germo yang berada di balik pelacur 
dan turut mengambil keuntungan baik sebagai penghubung ataupun juga 
penyedia sarana. Tetapi dilain hal, mucikari atau germo sebagian besar 
justru melakukan pekerjaannya karena faktor keadaan ekonomi yang 
mendesak, latar belakang pendidikan yang rendah sehingga tidak adanya 
keahlian yang dimiliki serta faktor-faktor lingkungan yang berdampak pada 
pribadi seseorang.  
Untuk itu Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas Kasus 
Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR tentang bagaimana penerapan 
hukum pidana terhadap pelaku penyedia sarana prostitusi dan dasar 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
penyedia sarana praktik prostitusi. 
Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti 
perkara tersebut dan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 
12/Pid.B/2013/PN.BR).” 
                                                           
6
 Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajafindo Persada, 
Jakarta, hal 115 
5 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku 
Penyedia Sarana Prostitusi dalam perkara putusan No. 
12/PID.B/2013/PN.BR? 
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku Penyedia Sarana Praktik 
Prostitusi dalam perkara putusan No.12/PID.B/2013/PN.BR? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan yang 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bentuk penerapan hukum terhadap pelaku 
Penyedia Sarana Praktik Prostitusi dalam putusan 
No.12/PID.B/2013/PN.BR 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Penyedia Sarana 
Praktik Prostitusi dalam putusan  No. 12/PID.B/2013/PN.BR 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Kegunaan Secara Teoritis 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 
secara teoritis bagi pengembangan dan kemajuan ilmu hukum, 
khususnya pengetahuan dalam bidang hukum pidana sehingga 
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dapat dijadikan referensi tambahan bagi yang berminat dalam 
bidang kajian yang sama. 
2. Kegunaan Secara Praktis 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 
secara praktis bagi  aparat penegak hukum baik sebagai bahan 
masukan ataupun sebagai sumber informasi bagi pemerintah atau 
aparat yang terkait. 
3. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan khususnya bagian hukum 
pidana serta merupakan salah satu syarat studi pada Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis  
Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”. 
Definisi tinjauan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
yaitu:7 
“Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, 
pengumpulan data pengolahan, analisa, dan penyajian data yang 
dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 
persoalan. “ 
 
Sedangkan Yuridis adalah menurut aturan hukum, dari segi hukum 
atau secara hukum.8 Jadi, dapat simpulkan bahwa definisi Tinjauan 
Yuridis adalah suatu proses pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 
kegiatan, pengumpulan data pengolahan, analisa, dan penyajian data 
yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 
persoalan menurut hukum, dari segi hukum atau secara hukum.  
 
B. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, di 
dalam KUHPidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya 
yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana 
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata 
delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum Delik adalah 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kamusbahasaindonesia.org/tinjauan, 
diakses tanggal 20 November 2012 
8
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,  http://kamusbahasaindonesia.org/yuridis, 
diakses tanggal 14 November 2013  
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perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang.tindak pidana.9 
Strafbaar feit dari terjemahan Belanda terdiri atas tiga kata, yakni straf, 
baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan 
baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata 
feit diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan.10  Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) 
ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan 
hukum pidana.11   
Simons menjelaskan bahwa Strafbaar feit ialah perbuatan melawan 
hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu 
bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah 
kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late 
(alpa dan lalai).12 
Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah 
SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak 
tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau 
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.13 
                                                           
9
 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 47 
10
  Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajafindo persada, Jakarta, hal 69 
11
 Abdullah Marlang-Irwansyah-Kaisaruddin Kamaruddin, 2009, Pengantar Hukum 
Indonesia, Yayasan Aminuddin Salle, Makassar, hal 87 
12
 Zainal Abidin, 2007,Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 224 
13
 Achmad Ali, 2010, Yusril Versus Criminal Justice System, Umitoha Ukhuwah Grafika, 
Makassar, hal. 48 
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Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah Tindak pidana, Peristiwa 
pidana, Delik, Pelanggaran pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, 
Perbuatan yang dapat dihukum, dan Perbuatan pidana.14 
Kemudian menurut Pompe, Strafbaar feit (Tindak Pidana) adalah 
suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban umum), terhadap 
mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaannya adalah 
wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin 
kesejahteraan umum.15 
Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah 
yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang 
abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum 
pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah 
dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang 
dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.16 
Delik dapat dibedakan alas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai 
berikut: 17 
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  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Op. Cit, hal 67 
15
 Kanter dan Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, 
Storia Grafika, Jakarta, hal. 205 
16
 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang   Education Yogyakarta dan 
Pukap Indonesia, Yogyakarta, hal 18 
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 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana II, PT. Raja Grafindo Persada, 
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a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan 
(misdrijven) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran 
(overtredingen) dimuat dalam buku III.  
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel 
delicten).  
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja (culpose delicten). 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta 
omissionis).  
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus.  
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus.  
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communica (delicta communica, yang dapat 
dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat 
dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu). 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) 
dan tindak pidana aduan (klacht delicten).  
11 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (eenvoudige 
delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde 
delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligeerde 
delicten). 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa 
dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, 
tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain 
sebagainya. 
Berdasarkan berbagai rumusan definisi tindak pidana, maka dapat 
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan 
hukum dan dan mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. 
 
C. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut Abdullah Marlang, dkk  unsur-unsur tindak pidana terdiri 
dari:18  
 Objektif  
Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan 
hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang 
dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari 
pengertian objektif di sini adalah tindakannya. 
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  Abdullah Marlang-Irwansyah-Kaisaruddin Kamaruddin, Op. Cit., hal 67  
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 Subjektif 
Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki 
oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya 
pelaku (seorang atau beberapa orang). 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara, Unsur tindak pidana 
terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur 
yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 19 
1. Suatu tindakan; 
2. Suatu akibat dan; 
3. Keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang 
dapat berupa : 20 
1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld).” 
Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat 
dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 
sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:21 
1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada 
suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
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 Leden Marpaung, 2005, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 
hal. 10 
20
 ibid 
21
  Abdullah Marlang-Irwansyah-Kaisaruddin Kamaruddin, Op. Cit. 
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orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang 
dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu peristiwa. 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam 
ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa 
hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.  
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan 
sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum. 
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang 
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-
nyata bertentangan dengan aturan hukum. Dikenal juga beberapa 
pengertian melawan hukum (Wederre chtelijk), yaitu 22 
 Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 
“bertentangan dengan hukum”, tidak hanya terkait dengan hak 
orang lain (hukum subjektif) melainkan juga mencakup hukum 
Perdata atau hukum Administrasi Negara.  
 Menurut Yoyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan 
hak orang lain” (hukum subjektif). 
 Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 
Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya tanpa 
wewenang atau tanpa hak. 
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 Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV Armoco, Bandung, hlm. 151 
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Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 4 
macam, yakni:23 
1. Sifat melawan hukum umum Ini diartikan sebagai syarat umum 
untuk dapat di pidana yang tersebut dalam rumusan pengertian 
perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur 
yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum 
dan dapat dicela. 
2. Sifat melawan hukum khusus ada kalanya kata “bersifat 
melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan 
delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk 
dapat di pidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian 
tertulis dari rumusan delik dinamakan :sifat melawan hukum 
khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”. 
3. Sifat melawan hukum Formil (Formale Wederrechtelijk). 
Yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum 
adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, 
kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah 
ditentukan oleh undang-undang. 
4. Sifat melawan hukum materil (Materiele Wederrechtelijk.) 
Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang (hukum yang tertulis) bersifat 
mealwan hukum, tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, 
yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di 
masyarakat. 
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Sedangkan menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan 
pidana terdiri dari:24  
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 
b. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
d. Unsur melawan hukum yang objektif 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif 
Kemudian, menurut Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa unsur-
unsur tindak pidana yaitu:25 
1. Subjek, 
2. Kesalahan, 
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan), 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya 
diancam dengan pidana, 
5. Waktu dan tempat keadaan. (unsur objektif lainnya). 
 
Tongat juga mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana 
terdiri atas dua macam yaitu:26 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) 
yang dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu 
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 Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 69 
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 Kanter dan Sianturi, Op. Cit., Hal. 211 
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 Tongat, 2002, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, hal. 3-5 
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perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain 
perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 
Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 
362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa 
"perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang 
dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan 
mengambil. 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh 
unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat 
yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan 
merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 
338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana 
misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan 
diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa 
matinya orang. 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang 
berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. 
Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif 
yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum. 
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2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku 
(dader) yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap 
perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan 
bertanggungjawab). 
b. Kesalahan (schuld) 
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila 
dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga 
ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga 
mengerti akan nilai perbuatannya itu. 
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga 
ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan 
yang ia lakukan. 
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang. 
Sedangkan Adami Chazawi menyimpulkan bahwa unsur tindak 
pidana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang 
yaitu sudut pandang teoritik dan sudut padat undang-undang. Sudut 
pandang memisahkan unsur-unsur pidananya menurut pandangannya 
masing-masing. Unsur rumusan tindak pidana dari sudut pandang 
undang-undang dapat dirumuskan sebagai berikut:27 
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a. Unsur tingkah laku 
Tingkah laku harus dimasukkan dalam unsur tindak pidana atau 
unsur delik karena tindak pidana berbicara mengenai larangan 
berbuat sesuatu. 
b. Unsur melawan hukum 
Melawan hukum berarti adalah suatu sifat yang tercela atau 
tentang perbuatannya. Tercelanya suatu perbuatan dapat lahir dari 
undang-undang ataupun dari masyarakat. 
c. Unsur kesalahan  
Bersifat subjektif, karena unsur ini melekat pada diri pelaku.  Unsur 
ini adalah unsur yang menghubungkan perbuatan dan akibat serta 
sifat melawan hukum perbuatan pelaku. 
d. Unsur akibat konstitutif 
Unsur akibat konstitutif terdapat pada tindak pidana dimana akibat 
menjadi syarat selesainya tindak pidana. Tindak pidana yang yang 
mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan 
tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya 
pembuat. 
e. Unsur keadaan yang menyertai 
Unsur ini adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang 
ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. 
f. Unsur syarat tambahan 
Unsur syarat tambahan dapatnya dituntut pidana. Hanya terdapat 
pada delik aduan, artinya unsur ini hanya timbul jika delik tersebut 
diadukan, seperti delik persidangan. 
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g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
Unsur ini merupakan alasan diperberatnya pidana, bukan unsur 
atau syarat selesainya tindak pidana. 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur 
keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan 
yang menentukan apakah perbuatannya dapat dipidana atau tidak. 
i. Unsur objek hukum tindak pidana 
Unsur ini adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi 
dan dipertahankan dalam rumusan tindak pidana dan sangat terkait 
dengan unsur tingkah laku. 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
Unsur ini adalah sejauh mana kualitas subjek hukum dalam 
melakukan tindak pidana, karena dalam berapa tindak pidana 
hanya dapat dilakukan oleh subjek-subjek tertentu saja, seperti 
Pasal 267 KUHPidana dan lain-lain. 
k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana 
Unsur ini dibagi atas dua yaitu unsur yang bersifat objektif seperti 
pada nilai atau harga objek tindak pidana secara ekonomis dalam 
pasal-pasal tertentu seperti pencurian ringan, penggelapan ringan 
dan lain-lain. Bersifat subjektif artinya faktor yang memperingan 
pelaku tindak pidana terletak pada perilaku tindak pidana itu 
sendiri. 
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  Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diesensikan bahwa unsur-
unsur tindak pidana yaitu Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik), 
artinya perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 
Undang-undang yaitu apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak 
mencocoki rumusan Undang-undang atau belum diatur dalam suatu 
Undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa 
dikenai ancaman pidana, m elawan hukum diartikan sebagai bertentangan 
atau berlainan dengan hukum, serta Tidak ada alasan pembenar yang 
berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur 
dalam Undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun 
jika terdapat “alasan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan 
merupakan “perbuatan pidana”. 
 
D. Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi 
Tindak pidana yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 
296 KUHPidana yang selengkapnya adalah sebagai berikut:28  
“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” 
 
Apabila rumusan di atas dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai 
berikut:29 
Unsur-unsur Objektif: 
a) Perbuatannya: Menyebabkan atau memudahkan dilakukannya 
perbuatan cabul;  
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Dengan istilah menyebabkan atau memudahkan 
dimaksudkan adalah memberi kemudahan-kemudahan yang bisa 
saja berupa fasilitas atau sarana-sarana yang dapat terjadinya 
suatu kegiatan atau peristiwa tersebut, dan bisa juga menjadi 
penghubung atau perantara terjadinya suatu peristiwa.30 W. J. S. 
Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menulis 
tentang kata “Pencabulan” bahwa:31 
“Cabul; keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan, dsb); 
percabulan yang buruk melanggar kesusilaan; berbuat tak senonoh 
(melanggar kesusilaan); gambar (bacaan) melanggar kesusilaan; 
perempuan cabul: perempuan lacur, Percabulan: perkara cabul 
(pelanggaran kesopanan).” 
 
Sedangkan perbuatan cabul menurut R. Soesilo menyatakan 
bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang 
melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan 
semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-
ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada 
dan sebagainya.32 Sianturi juga  memberikan pengertian perbuatan 
cabul sebagai perbuatan mencari kenikmatan dengan 
menggunakaan atau melalui alat kelamin oleh dua orang atau 
lebih.33  
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Sedangkan menurut Moh. Anwar bahwa pengertian cabul 
adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau 
kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau 
dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar 
kesopanan.34 S. R. Sianturi juga menjelaskan dalam pengertian 
memudahkan ini termasuk juga menyediakan tempat untuk 
randevouz (jumpa). Misalnya : hotel, motel dan lain sebagainya 
yang pemilik/pengusaha hotel tersebut mengetahui percabulan 
yang terjadi di hotel tersebut. 35 
b) Objek: orang lain dengan orang lain 
Dengan istilah orang lain dimaksudkan adalah suatu pribadi kodrati 
yang terlihat dalam suatu interaksi sosial yang ada dalam suatu 
kelompok masyarakat.36  
c) Yang dijadikannya: 
 Sebagai pencaharian: yaitu kata “pekerjaannya” juga pada 
teks lain dipakai “pencahariannya” dimaksudkan bahwa yang 
bersangkutan menerima bayaran.37 
 Sebagai kebiasaan: yaitu dalam pengertian kebiasaan 
termasuk bahwa orang  tersebut melakukannya lebih dari 
satu kali atau berulang-ulang.38 
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Unsur Subjektif: 
d) Dengan sengaja 
Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kata sengaja 
dalam ilmu hukum pidana mempunyai arti kata yang sedikit lebih 
luas daripada arti kata tersebut dalam pemakaian kata sehari-hari. 
Apabila orang dengan perbuatannya telah menerbitkan suatu 
akibat tertentu dan akibat ini memanglah dikehendakinya, 
memanglah menjadi tujuannya maka sesuai dengan arti kata 
sengaja dalam penggunaan bahasa sehari–hari haruslah dianggap 
dengan sengaja menerbitkan akibat itu. Kesengajaan seperti ini 
oleh ilmu hukum dinamakan sengaja sebagai tujuan ialah sebagai 
Oogmer.  
Apabila orang denga perbuatannya telah menimbulkan suatu 
akibat tertentu dan akibat ini sekalipun tidak dikehendakinya, 
namun sewaktu melakukan perbuatan itu sadar dan mengertilah ia 
bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak 
dikehendakinya tadi, maka sesuailah pula dengan arti kata sengaja 
dalam penggunaan sehari-hari, harus ia dianggap dengan sengaja 
menimbulkan akibat itu.  
Kesengajaan yang demikian oleh hukum dinamakan sengaja 
atas kesadaran tentang kepastian atau opzet bij 
zekerheidsbewunzijn. Apabila orang dengan perbuatannya telah 
menimbulkan suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki pun 
tidak menjadi tujuannya sedangkan kesadaran atau pengertian 
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bahwa perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat tadi tidak pula 
ada padanya sewaktu melakukan perbuatan itu namun sewaktu itu 
ia sadar atau mengerti bahwa mungkinlah perbuatan itu akan 
menimbulkannya maka dalam hal demikian iapun dapat dianggap 
dengan sengaja menimbulkan akibat itu apabila suatu syarat 
dipenuhinya yaitu bahwa ia telah begitu bertekad untuk mencapai 
tujuannya, sehingga andaikata olehnya bahwa akibat itu akan 
ditimbulkan oleh perbuatannya ia dengan berfikir apa boleh buat 
toh akan melakukan perbuatannya, ini kiranya tidaklah sesuai 
dengan arti kata sehari-hari pada kata sengaja sesuai dengan 
tersebut. Kesengajaaan yang demikian dalam ilmu hukum 
dinamakan sengaja bersyarat atau Voor wardelijk atau Dolus 
Eventualis. 39 
Istilah dengan sengaja yang dimaksudkan adalah apabila 
seseorang melakukan suatu perbuatan yang mempunyai tujuan 
tertentu untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, dan bisa juga 
seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sadar dan 
perbuatan itu memang merupakan tujuan dari seorang tersebut.40 
Penyedia Sarana berasal dari dua kata yaitu Penyedia dan Sarana. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyedia adalah adalah orang 
atau badan dan sebagainya yang menyediakan.41 Sedangkan  Sarana 
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adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 
maksud dan tujuan atau alat atau media.42 Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
definisi penyedia sarana adalah orang atau badan yang menyediakan 
segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai sebuah 
maksud atau tujuan berupa alat atau media. 
Sedangkan Pelacuran berasal dari bahasa Latin pro-stituere atau pro-
stauree, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan 
persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sedang prostitute adalah 
pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita 
tunasusila.43  
W.A.Bonger dalam tulisannya Maatschappelijke Oorzaken der 
Prostitutie menulis bahwa Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana 
wanita menjual melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata 
pencaharian.44 Sedangkan menurut de Bruine van Amstel menyatakan 
bahwa Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-
laki dengan pembayaran 45 
Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, Persundalan, tindak pidana 
mengenai ini termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan 
hukuman penjara maksimum satu tahun empat bulan atau dengan seribu 
rupiah barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan 
sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain 
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dengan orang ketiga (koppelarij, prostitusi). Seseorang kappelaar atau 
penggandeng ini juga dinamakan ”germo” sedangkan rumah persundalan 
yang khusus disediakan untuk prostitusi ini juga dinamakan “bordil”, 
berasal dari kata bordeel dalam bahasa Belanda. 46 
 Prostitusi juga dapat dianggap sebagai tingkah laku yang tidak sesuai 
dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat serta agama yaitu 
berupa pelampiasan nafsu yang tidak terbatas yang dapat berakibat 
mendatangkan penyakit baik bagi pelacur ataupun orang lain. Hubungan 
seks ini dianggap sebagai penjualan jasa pemuasan nafsu birahi para 
konsumen dengan imbalan atau bayaran dengan uang atau sesuai 
kesepakatan yang diterima oleh PSK.. 
Selanjutnya menurut Kartini Kartono mengemukakan definisi 
pelacuran sebagai berikut.47 
a) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola 
organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak 
terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa 
kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi 
dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. 
b) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) 
dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan 
kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu 
seks dengan imbalan pembayaran. 
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c) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang 
menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual demi 
mendapatkan upah. 
Dari definisi-definisi di atas mengemukakan adanya unsur-unsur 
ekonomi atau keuntungan materiil dan penyerahan diri wanita yang 
dilakukan terhadap banyak lelaki dan dengan terus menerus ataupun 
berulang-ulang. 
Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, Penulis 
dapat menyimpulkan bahwa prostitusi adalah segala bentuk atau jenis 
penyerahan tubuh oleh seseorang kepada orang lain  dengan melakukan 
hubungan seksual dan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan, 
kesopanan, adat dan agama demi menjanjikan keuntungan diantara para 
pelakunya serta dilakukan di luar ikatan pernikahan. 
Menurut Kartini Kartono, yang dimasukkan dalam kategori 
pelacuran antara lain ialah:48  
a) Pergundikan  
Yaitu pemeliharaan bini tidak resmi, bini gelap, atau perempuan 
piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan 
perkawinan. Gundik-gundik orang asing ini pada zaman 
pemerintahan Belanda dahulu disebut nyai. 
b) Tante girang atau loose married woman:  
yaitu wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan 
erotik dan seks dengan laki-laki lain baik secara iseng untuk 
mengisi waktu kosong, bersenang-senang just for fun dan 
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mendapatkan pengalaman-pengalaman seks, maupun intensional 
untuk mendapatkan pengakuan. 
c) Gadis-gadis panggilan 
ialah gadis-gadis dan wanita-wanita biasa yang menyediakan diri 
untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai prostitute, melalui 
saluran-saluran tertentu dan terdiri atas ibu-ibu rumah tangga, 
pelayan-pelayan toko, pegawai-pegawai, buruh-buruh perusahaan, 
gadis-gadis lanjutan, para mahasiswi, dan lain-lain. 
d) Gadis-gadis bar atau B-girls 
yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar 
sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para 
pengunjung. 
e) Gadis-gadis Juvenile Delinguent 
yaitu gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong oleh 
ketidakmatangan emosinya dan retardasi/keterbelakangan 
inteleknya, menjadi sangat pasif dan sugistabel sekali. 
f) Gadis-gadis binal atau free girls 
mereka itu adalah gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus 
studi di akademi atau fakultas dengan pendiriann yang “brengsek” 
dan menyebarluaskan kebebasan seks secara ekstrem, untuk 
klmendapatkan kepuasan seksual. Mereka menganjurkan seks 
bebas dan cinta bebas. 
g) Gadis-gadis taxi 
yaitu wanita-wanita dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan 
dibawa ke tempat “plesiran” dengan taksi-taksi atau becak. 
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h) Penggali emas atau gold-diggers 
gadis-gadis dan wanita-wanita cantik yang pandai merayu dan 
bermain cinta, untuk mengeduk kekayaan orang berduit. 
i) Hostes atau pramuria 
Ialah yang menyemarakkan kehidupan malam dalam nightclub-
nightclub. Pada intinya, profesi hostes merupakan bentuk 
pelacuran halus. 
j) Promiskuitas/promiscuity 
ialah hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria 
manapun juga, dilakukan dengan banyak laki-laki. 
Selain itu, juga terdapat Jenis prostitusi dapat dibagi menurut 
aktivitasnya yaitu:49  
a) Prostitusi yang terdaftar 
Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang 
dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan 
Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah 
tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri 
pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan 
serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan 
umum. 
b) Prostitusi yang tidak terdaftar  
Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan 
prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan 
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maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, 
tempatnya pun tidak tertentu. Bisa di sembarang tempat, baik 
mencari mangsa, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka 
tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga 
kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu 
mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter. 
Kemudian, menurut jumlahnya, prostitute dapat dibagi dalam:50  
a) Prostitute yang beroperasi secara individual merupakan single 
operator atau; 
b) Prostitute yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat 
yang teratur rapi. Jadi, mereka itu tidak bekerja sendirian, akan 
tetapi diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi. 
Sedang menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi 
dapat dibagi menjadi :51 
a) Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari 
kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah 
lampu merah, atau daerah petak-petak daerah tertutup; 
b) Rumah-rumah, panggilan (call houses, tempat rendezvous, 
parlour); 
c) Di balik front organisasi atau di balik bisnis-bisnis terhormat (apotik, 
salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap  pijat, anak 
wayang, sirkus dan lain-lain). 
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E. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Menurut Van Hamel, arti pidana atau straf menurut hukum positif 
dewasa ini adalah:52 
“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan 
oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas 
nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum 
umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang 
tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus 
ditegakkan oleh Negara.” 
 
Sedangkan menurut Simons, pidana atau straf itu adalah:53 
“Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah 
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan 
putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.” 
 
Kemudian, Algra-Janssen juga telah merumuskan pidana atau straf 
sebagai:54 
“Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk 
memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan 
yang tidak dapat dibenarkan.” 
 
Dari tiga buah rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui 
bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu rumusan mengenai 
pidana bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan 
atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan 
dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.55 
Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai 
terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari penulis di Negeri Belanda, 
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karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan 
perkataan tujuan pidana, hingga ada beberapa penulis tanah air yang 
tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda adalah itu, 
secara harfiah telah menerjemahkan perkataan doel der straf dengan 
perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan doel der 
starf adalah tujuan dari pemidanaaan. 56 
Yang dimaksud dengan pemidanaan menurut Sudarto yaitu 
perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan 
penghukuman. Beliau berkata bahwa:57 
“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang 
hukumnya (berechten)” 
 
Sedangkan menurut M. Sholehuddin mengatakan:58 
“Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana 
dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari 
kesejahteraan dan keseimbangan serta keselarasan hidup dengan 
memperhatikan kepentingan masayarakat/Negara, korban dan 
pelaku.“ 
 
 Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut 
harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, 
kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 
pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama 
dengan sentence atau vervoordeling.59 
 Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana 
mengandung ciri-ciri sebagai berikut: 
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a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang.60 
 Sementara itu, M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari 
unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu: 
a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut 
menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. 
b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat 
orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan 
menyebabkan ia mempunyai sikap yang positif konstruktif bagi 
usaha penanggulangan kejahatan. 
c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan 
adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun 
masyarakat).61 
Menurut Muladi, tujuan pemidanaan haruslah bersifat integrative, 
yaitu: 
a. Perlindungan masyarakat 
b. Memelihara solidaritas masyarakat 
c. Pencegahan umum dan khusus 
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d. Pengimbalan/pengimbangan.62 
2. Teori tujuan pemidanaan 
Teori tujuan pemidanaan dapat dikelompokkan kedalam tiga 
golongan besar, yaitu: 
a. Teori absolut, yaitu teori pembalasan yang merupakan alasan 
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana terhadap 
seseorang yang melakukan tindak pidana. Menurut teori-teori 
absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana- tidak 
boleh tidak-tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana 
karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat 
apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak 
dipedulikan apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan 
dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa 
depan.63  
b. Teori relatif atau teori tujuan, yaitu tujuan dari teori ini ialah tata 
tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu 
diperlukan pidana. Teori-teori ini juga dinamakan teori-teori 
“tujuan” (doel-theorien). Tujuan ini pertama-tama harus 
diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang 
telah dilakukan agar tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini 
ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan 
prevensi umum atau general. Dalam prevensi khusus, hal 
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membuat takut ini ditujukan kepada penjahat, sedangkan 
prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut 
akan menjalankan kejahatan. Teori relatif lain melihat bahwa 
upaya untuk menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar 
menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.64  
c. Teori gabungan, yaitu teori ini dibagi menjadi dua golongan 
besar yaitu teori yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasannya tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
perlu dan cukup agar ketertiban masyarakat dapat 
dipertahankan dan teori gabungan yang mengutamakan 
perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas 
dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan pidana 
yang dilakukan oleh orang tersebut. Demikian juga di samping 
teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, 
kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui 
adanya unsur “pembalasan” (vergelding) dalam hukum pidana. 
Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan 
unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.65 
Teori Gabungan, pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi 
(1787-1884).66 
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3. Jenis-jenis Pidana 
Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHPidana, pidana pokok 
terdiri dari atas: 67 
1) Pidana mati 
Baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasar hak yang 
tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat, 
yang pelaksanaannya berupa penyerahan terhadap hak hidup 
bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di 
tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang 
menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari 
kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.68 
Oleh, karena itu, dalam KUHPidana, kejahatan-kejahatan yang 
diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan 
yang dipandang berat saja, yang jumlahnya juga terbatas.69  
2) Pidana penjara 
Yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana 
berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang 
terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di 
dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan 
orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di 
dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan 
sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar 
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peraturan tersebut.70 Perbedaan antara pidana penjara dengan 
pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan 
lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih ringannya itu 
terbukti sebagai berikut. 
a) Dari sudut macam/ jenis tindak pidana yang diancam 
dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana 
kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang 
lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan 
pada jenis pelanggaran. Sementara itu, pidana penjara 
banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana 
kejahatan lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran. 
b) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 
tahun) lebih tinggi daripada ancaman maksimum umum 
pidana kurungan (yakni 1 tahun).  
c) Pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan 
(berdasarkan Pasal 69 KUHPidana) 
d) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan 
pelaksanaan pidana penjara.  
e) Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga 
Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-
pindahkan). Akan tetapi, pidana kurungan dilaksanakan di 
tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana ia berdiam 
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ketika putusan hakim dijalankan (tidak dapat dipindah) 
apabila ia tidak mempunyai tempat kediaman di daerah ia 
berada, kecuali bila Menteri Kehakiman, atas permintaan 
terpidana, meminta menjalani pidana di tempat lain (Pasal 
21). 
f) Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana 
penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan yang 
diwajibkan pada narapidana kurungan (Pasal 19). 
g) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar 
meringakan nasibnya dalam menjalankan pidananya 
menurut aturan yang ditetapkan (Pasal 23 KUHPidana)71  
3) Pidana kurungan 
Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan 
pidana penjara, yaitu sebagai berikut.72 
a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak . 
b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan 
minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. 
Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena 
alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi 
maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang 
dapat  diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. 
Minimum umum pidana penjara maupun pidana 
kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus 
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disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana, 
bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak 
pidana yang bersangkutan. 
c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara 
diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan 
tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan 
daripada narapidana penjara. 
d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat 
menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit 
perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28). 
e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku 
apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan 
hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) 
dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan 
mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa 
memasukkan terpidana ke dalam Lembaga 
Pemasyarakatan.  
4) Pidana denda 
Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di 
dalam Hukum Pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya 
dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. KUHPidana kita 
telah menentukan bahwa besarnya pidana denda itu sekurang-
kurangnya adalah tiga rupiah dan tujuh puluh lima sen, tetapi 
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telah tidak menentukan berapa besarnya pidana denda yang 
sebesar-besarnya.73 
5) Pidana tutupan 
Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang 
telah dimasukkan ke dalam KUHPidana kita dengan Undang-
undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik 
Indonesia II Nomor 24 halaman 287 dan 288.74 Dari bunyi 
rumusan Pasal 2 dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 
tersebut, kiranya dapat mengentahui bahwa pidana tutupan 
sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang 
untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat 
dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas 
dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan 
karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.75 
Adapun pidana tambahan berupa: 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu 
sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah 
dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup.76 
Undang-undang hanya memberikan kepada Negara wewenang 
(melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu 
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saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHPidana, hak-hak yang 
dicabut tersebut adalah:77  
a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
yang tertentu; 
b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan 
Bersenjata/TNI; 
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, 
pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang 
bukan anak sendiri; 
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 
f) Hak menjalankan mata pencaharian. 
2) Penyitaan dari benda-benda tertentu 
Penyitaan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan 
atas barang-barang tertentu saja tidak diperkenankan untuk 
semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan 
untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat disita 
melalui putusan hakim pidana (Pasal 39), yaitu:78 
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a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu 
kejahatan dengan (bukan dari pelanggaran), yang 
disebut dengan corpora delictie, dan 
b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan 
kejahatan, yang disebut dengan instrumenta delictie. 
3) Pengumuman dari putusan hakim. 
Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu 
publikasi ekstra dari suatu pemutusan pemidanaan seseorang 
dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan 
hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan 
pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat 
kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, 
melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaanya 
dibebankan pada terpidana.maksud dari pengumuman putusan 
hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, 
mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan 
tindak pidana yang dilakukan orang, agar berhati-hati dalam 
bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat 
disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari 
kejahatan (tindak pidana).79 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Peneliti memilih Pengadilan Negeri Barru sebagai lokasi penelitian 
dengan bahwa, Penelitian Pendahuluan (Preliminary Research) 
dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri tersebut. Wilayah Hukum 
Pengadilan Negeri Barru adalah tempat dimana alat-alat bukti (saksi-
saksi) dan terdakwa berdomisili, sehingga dokumen dalam perkara 
tersebut sudah tersedia dengan memadai di Pengadilan Negeri tersebut. 
  
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di 
lokasi penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Barru dan 
Pengadilan Negeri Barru yang diperoleh melalui wawancara 
langsung kepada narasumber. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
melaui penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan 
teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya tulis  
ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang 
ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam 
tulisan ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Data penelitian ini, Penulis akan menyaring sebagai bahan analisis 
dengan  menggunakan teknik sebagai berikut:  
a. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah 
yang dibahas seperti hakim dan jaksa yang menangani kasus 
tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi). 
b. Studi Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan 
mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan 
oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Barru. 
 
D. Analisis Data 
Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya 
diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-
bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 
Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam 
bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas 
permasalahan yang diteliti oleh Penulis pada penelitian ini. Hal ini 
dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang 
relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyedia Sarana 
Prostitusi dalam Perkara Putusan No. 12/PID.B/2013/PN.BR 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SIJA pada hari Minggu 
tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 01.00 bertempat di Puncak 
Desa Kupa Kecamata Malusetasi Kabupaten Barru telah dengan 
sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan 
menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. 
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
Saat petugas Kepolisian Polres Barru melakukan patroli dengan 
melakukan razia di tempat yang dicurigai sebagai tempat terjadinya 
pelacuran tiba di rumah terdakwa, petugas menemukan razia di 
tempat terjadinya pelacuran tiba di rumah terdakwa, petugas 
menemukan lelaki Abd. Kadir dan perempuan Sri Wahyuni telah 
selesai berhubungan badan di salah satu kamar dalam rumah 
terdakwa, setelah diperiksa terdakwa mengakui bahwa perempuan 
Sri Wahyuni telah tinggal dan bekerja di rumah terdakwa sebagai 
Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan tugas menerima dan 
melayani tamu laki-laki, dan kamar beserta tempat tidurnya adalah 
milik terdakwa yang disediakan oleh terdakwa kepada perempuan 
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Sri Wahyuni untuk melakukan hubungan badan, perempuan Sri 
Wahyuni harus membayar kamar dan tempat tidur kepada 
terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau 
Rp.20.00p,- (dua puluh ribu rupiah). Perbuatan tersebut sudah 
lama dilakukan oleh terdakwa dan telah dijadikan sebagai 
kebiasaan atau pencaharian bagi terdakwa. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dari dakwaan penuntut umum terhadap kasus 
tersebut yang di bacakan di hadapan persidangan majelis hakim 
Pengadilan Negeri Barru adalah Dakwaan Subsidair yaitu : 
PRIMAIR: 
Bahwa Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SIJA pada hari Minggu 
tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 
bertempat di Puncak Desa Kupa Kecamata Malusetasi Kabupaten 
Barru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang 
mengadili, telah dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul 
oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau 
kebiasaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara sebagai berikut: 
Bahwa Saat petugas Kepolisian Polres Barru melakukan patrol 
dengan melakukan razia di tempat yang dicurigai sebagai tempat 
terjadinya pelacuran tiba di rumah terdakwa, petugas menemukan 
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razia di tempat terjadinya pelacuran tiba di rumah terdakwa, 
petugas menemukan lelaki Abd. Kadir dan perempuan Sri Wahyuni 
telah selesai berhubungan badan di salah satu kamar dalam rumah 
terdakwa, setelah diperiksa terdakwa mengakui bahwa perempuan 
Sri Wahyuni telah tinggal dan bekerja di rumah terdakwa sebagai 
Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan tugas menerima dan 
melayani tamu laki-laki, dan kamar beserta tempat tidurnya adalah 
milik terdakwa yang disediakan oleh terdakwa kepada perempuan 
Sri Wahyuni untuk melakukan hubungan badan, perempuan Sri 
Wahyuni  harus membayar kamar dan tempat tidur kepada 
terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau 
Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Perbuatan tersebut sudah 
lama dilakukan oleh terdakwa dan telah dijadikan sebagai 
kebiasaan atau pencaharian bagi terdakwa. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
berdasarkan ketentuan pasal 296 KUHP 
SUBSIDAIR:  
Bahwa Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SIJA pada hari Minggu 
tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 01.30 wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 
bertempat d Puncak Desa Kupa Kecamatan Malusetasi Kabupaten 
Barru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang 
mengadili, telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul 
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seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian. 
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
Bahwa saat petugas kepolisian Polres Barru melakukan patrol 
dengan melakukan razia di tempat yang dicurigai sebagai tempat 
terjadinya pelacuran di rumah terdakwa, petugas menemukan lelaki 
Abd. Kadir dan perempuan Sri Wahyuni telah selesai berhubungan 
badan di salah satu kamar dalam rumah terdakwa, setelah 
diperiksa terdakwa mengakui perempuan Sri Wahyuni telah tinggal 
dan bekerja di rumah terdakwa sebagai Pekerja Seks Komersial 
(PSK) dengan tugas menerima dan melayani tamu laki-laki, dan 
kamar beserta tempat tidurnya adalah milik terdakwa yang 
disewakan kepada perempuan Sri Wahyuni untuk melakukan 
hubungan badan, dan terdakwa memperoleh keuntungan dengan 
cara setiap perempuan Sri Wahyuni menerima tamu dan 
berhubungan badan , perempuan Sri Wahyuni harus membayar 
sewa kamar dan tempat tidur kepada terdakwa sebesar 
Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau Rp.20.000,- (dua puluh 
ribu rupiah). Perbuatan tersebut sudah lama dilakukan oleh 
terdakwa dan menjadikannya sebagai pencarian.  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan 
diancam pidana, berdasarkan pasal 506. 
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3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam 
surat dakwaannya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SIJA bersalah 
melakukan tindak pidana “Kesusilaan” sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 296 KUHP; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN 
SIJA dengan hukuman pidana penjara selama  1 (satu) tahun 4 
(empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam 
tahanan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan  Rp.10.000,- (sepuluh 
ribu rupiah) 
- 1 (satu) lembar  uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu 
rupiah) 
dirampas untuk Negara; 
4. Menetapkan agar terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SIJA 
membayar biaya pekara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan nomor: 
12/Pid.B/2013/PN.BR dalam perkara ini pada tingkat Pengadilan 
Negeri Barru adalah sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SIJA telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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“Sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya 
perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang 
ketiga”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari; 
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh 
ribu rupiah) 
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu 
rupiah)  
dirampas untuk negara; 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)  
 
5. Analisis Penulis 
Dalam perkara ini, terdakwa didakwa oleh  Jaksa Penuntut 
Umum dalam bentuk dakwaan subsidair yaitu Primair: didakwa 
dengan Pasal 296 KUHPidana; Subsidair: Pasal 506 KUHPidana. 
Berdasarkan dakwaan subsidair tersebut, maka Dakwaan 
Primair akan lebih dahulu dipertimbangkan dan jika tidak terpenuhi, 
maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair oleh Majelis 
Hakim. 
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Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para 
penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum nomor: PDM-15/BR/01.2013 dan diterapkan dalam 
putusan nomor: 12/Pid.B/2013/PN.BR ini telah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni Pasal 296 
KUHPidana dan karena dakwaan primair dari Jaksa Penuntut 
Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan 
mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 296 
KUHPidana sesuai  yang didakwakan penuntut umum adalah:  
1. Unsur barangsiapa;  
2. Unsur dengan sengaja memudahkan atau menghubungkan 
perbuatan cabul orang lain dengan orang lain 
3. Unsur menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;  
Bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan 
kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas 
perbuatan atau kejadian yang didakwakan tersebut atau setidak-
tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam 
perkara ini dan bahwa di persidangan penuntut umum telah 
menghadirkan terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SIJA yang 
berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa 
sendiri dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dihadapkan di 
persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud. Berdasarkan 
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pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti 
dan memenuhi unsur. 
Unsur “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain” adalah apabila 
seseorang melakukan suatu perbuatan yang mempunyai tujuan 
tertentu untuk menimbulkan suatu akibat tertentu untuk 
menimbulkan suatu akibat tertentu dengan cara memberikan 
fasilitas atau sarana  dan bisa juga menjadi penghubung atau 
perantara yang dapat menimbulkan perbuatan cabul atau adanya 
hubungan badan di luar pernikahan yang sah dan berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa rumah atau 
warung milik terdakwa tersebut hanya memiliki 1 (satu) kamar tidur 
dan tempat tidur tersebut digunakan saksi Sri Wahyuni yang 
berprofesi sebagai PSK untuk menerima tamu laki-laki dan pada 
saat petugas kepolisian dari Polres Barru mengadakan razia, 
petugas melihat saksi Sri Wahyuni baru saja keluar dari kamar 
tidur, sehingga  petugas kemudian memeriksa kamar tersebut dan 
menemukan saksi Abd Kadir yang adalah pelanggan atau tamu 
dari saksi Sri Wahyuni sedang tertidur dalam keadaan telanjang 
dan menurut keterangan saksi Abd Kadir, saksi Sri Wahyuni dan 
terdakwa sendiri, saksi Abd Kadir dan saksi Sri Wahyuni baru saja 
selesai melakukan hubungan badan dan dengan demikian unsur 
“dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain 
dengan orang lain”  telah terpenuhi. 
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Sedangkan unsur “menjadikannya sebagai mata 
pencaharian atau kebiasaan” adalah apabila suatu perbuatan 
tersebut dapat diambil keuntungan dan atau perbuatan tersebut 
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali ataupun berulang-ulang dan  
bahwa fakta di persidangan berupa barang bukti yaitu 1 (satu) 
lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 
(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu 
rupiah) merupakan uang pemberian Saksi Sri Wahyuni yang 
ditemukan oleh Saksi Arya Wirawan pada saat penggeledahan dan 
ditemukan dari kantong terdakwa dan diakui terdakwa merupakan 
pemberian Saksi Sri Wahyuni sebagai biaya sewa kamar saat 
selesai melayani saksi Abd Kadir dan saksi Sri Wahyuni yang 
sehari-hari bekerja sebagai PSK telah tinggal selama 2 (dua) bulan 
di rumah terdakwa dan menyewa kamar tidur dan tempat tidur milik 
terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau Rp 
20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap Saksi Sri Wahyuni selesai  
melayani tamu laki-laki berhubungan badan dan dengan demikian 
unsur ini pun telah terbukti. 
Menurut hemat Penulis, penerapan hukum pidana materil 
dalam kasus ini kurang tepat. Jaksa Penuntut Umum dalam 
dakwaannya telah benar yang tuntutannya menyatakan para 
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana penyedia sarana praktik prostitusi sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana tetapi 
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Sanksi pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 
menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu)  
tahun 4 (empat) bulan dikurangkan terdakwa berada dalam 
tahanan yang tidak sesuai mengingat sistem pemidanaan yang 
bersifat mendidik (edukatif) agar terdakwa dapat memperbaiki diri 
sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial 
kemasyarakatan, memperhatikan unsur rasa kemanusiaan dan 
apalagi melihat latar belakang terdakwa yang secara ekonomi 
dalam kategori rendah. 
 
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR 
1. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan Hakim pada pokoknya dengan kesimpulan sebagai 
berikut: 
Menimbang, Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan 
Penuntut Umum yang menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa 
melanggar pasal 296 KUHPidana namun Majelis Hakim tidak sependapat 
dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan 
dijatuhkan; 
Menimbang, Bahwa profesi yang terdakwa lakukan dalam 
masyarakat dinilai dengan istilah Mucikari dan memang perbuatan yang 
terdakwa lakukan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan dan 
dilarang namun kenyataannya dalam masyarakat bahwa mucikari tidak 
dapat dilenyapkan, yang disebabkan kaitannya dengan berbagai aspek 
kehidupan manusia. Dilain segi dapat dilihat bahwa mucikari dan 
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pelacuran merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan sebagai 
gejala sosial yang dapat menimbulkan akibat/dampak yang buruk bagi 
kehidupan masyarakat pada umumnya; 
Bahwa masalah mucikari tidak dapat dipersoalkan tanpa mengingat 
bahwa dalam masalah ini terdapat beberapa pihak yang erat 
hubungannya satu sama lain dan saling mempengaruhi , pihak-pihak 
tersebut adalah si wanita pekerja seks komersial, mucikari, dan 
masyarakat. Untuk mengatasi persoalan ini maka pihak-pihak tersebut  
haruslah diperhatikan  karena sebagai suatu keseluruhan oleh karena itu 
setiap tindakan preventif harus dilakukan secara serempak pada pihak-
pihak tersebut. Pelacuran dan mucikari adalah suatu yang tidak bias 
dipisahkan satu sama lain, dan merupakan suatu mata rantai. Apalagi 
kalau diperhatikan disini yang menjadikan seorang mucikari dan pelacur 
tersebut terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang 
membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan 
antara pelanggan dan pelacur tersebut; 
Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan pekerjaannya ini justru 
adalah sebagai korban keadaan, terutama keadaan ekonomi yang 
mendesak, di sisi lain oleh faktor lingkungan yang mempunyai dampak-
dampak pengaruh yang besar terhadap pribadi seseorang dan juga latar 
belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki  oleh terdakwa selain itu di 
persidangan terdakwa mengungkapkan keinginannya untuk kembali dan 
memperbaiki hubungan dengan keluarganya; 
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Menimbang, Bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan 
ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan 
sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan 
pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban 
pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa 
dapat dipersilahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan tercantum 
dalam amar putusan ini; 
Menimbang, Bahwa karena telah menjalani masa penahanan maka 
penahanan terhadap diri terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari 
masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP); 
Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa ditahan yang dalam 
penahanan terhadap diri terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, 
maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu 
ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar 
uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar 
uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara; 
Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan 
bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) terdakwa 
harus dibebani membayar biaya perkara; 
Menimbang, Bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya 
bagi terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal 
yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa; 
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Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak 
moral ; 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya 
selama di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya lagi; 
Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan 
bermufakat maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa 
dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan 
masyarakat yang terganggu akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana 
tercantum dalam amar putusan; 
Menimbang, Bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan majelis 
bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan 
pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti 
terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan 
setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat 
tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan lainnya; 
2. Analisis Penulis 
Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan Pidana penjara kepada 
Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. Hal yang 
menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara sesuai tuntutan 
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Penuntut Umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti 
secara sah Terdakwa melanggar Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak 
Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi. Serta Hakim 
mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan hanya 
semata-mata bersifat pembalasan/balas dendam, melainkan bersifat 
mendidik agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat 
berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan. 
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting 
dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim 
berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang  
statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan 
keadilan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan 
sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan dan hakim 
harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas yang tinggi, 
dan mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi. Hal itu 
bertujuan agar tidak salah dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada 
terdakwa.  
Alat bukti yang utama dalam perkara pidana ini adalah keterangan 
saksi, tapi ini bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak untuk 
menjatuhkan terdakwa bersalah atau tidak. Barang bukti yang terdapat 
dalam perkara ini adalah barang bukti yaitu 1 (satu) lembar uang kertas 
pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas 
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pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Karena telah diakuinya 
keadaan barang-barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut akan 
mempunyai nilai sebagai keterangan saksi, keterangan terdakwa serta 
bisa juga menjadi alat bukti petunjuk yang dipakai oleh hakim, sehingga 
alat-alat bukti yang ada akan timbul keyakinan hakim. Dengan begitu 
syarat pembuktian seperti yang diharuskan di dalam KUHAP telah 
terpenuhi yaitu adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan ada 
keyakinan hakim untuk memutus perkara tersebut. 
Dari hasil wawancara penulis dengan Andi Bayu Mandala Putra 
selaku Hakim Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 28 Januari 2014, 
beliau menyebutkan faktor-faktor lain meringankan yang dipertimbangkan 
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara ini antara lain:  
1. Pendapatan yang rendah 
2. Lingkungan sekitar terdakwa 
3. Perilaku yang baik 
4. Pengakuan terdakwa  
5. Usia 
Beliau juga mengatakan bahwa kasus ini adalah kasus mengenai 
penyedia sarana praktik prostitusi yang pertama disidangkan di 
Pengadilan Negeri Barru. Padahal, fenonema ini sudah lama terjadi di 
kawasan Puncak Desa Kupa. 
Beliau juga mengatakan bahwa tidak adanya pidana tambahan 
berupa pencabutan izin karena warung tersebut bersifat illegal artinya 
warung milik terdakwa tidak memiliki izin usaha ataupun izin mendirikan 
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bangunan di daerah tersebut, begitupun dengan warung-warung serupa 
yang ada di sekitar terdakwa dan sering dijadikan persinggahan oleh 
supir-supir truk yang melintas.  
Hal ini tentu berbeda dengan lokalisasi yang yang memiliki izin dan 
diakui pemerintah, dapat dilihat bahwa pemerintah setempat terkesan 
tidak peduli dengan masyarakat di daerah ini sehingga perlu mendapat 
perhatian dari pemerintah setempat. Salah satu pemilik warung di daerah 
Kupa, Darwisa, mengaku, warung kopi ataupun kafe yang tidak 
menyediakan pelayanan khusus dengan pelayanan yang bisa diajak 
transaksi hingga ke dalam kamar, biasanya sepi pengunjung.80 
Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa praktik prostitusi 
yang disediakan di warung kopi atau kafe di daerah Kupa menjadi salah 
satu faktor yang meningkatkan pendapatan ekonomi pemilik warung 
karena pelayanan tersebut menarik pengunjung yang didominasi laki-laki 
untuk mengunjungi tempat tersebut selain karena menyediakan makanan 
dan minuman.  
Berdasarkan uraian tersebut maka Penulis berpendapat bahwa 
pada perkara No: 12/PID.B/2013/PN.BR telah mengandung unsur-unsur 
Tindak Pidana pada Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak Pidana 
Penyedia Praktik Prostitusi telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 
Maka Terdakwa harus dijatuhi Pidana sesuai dengan kesalahannya. Ini 
dapat dilihat dari surat berkas perkara Terdakwa, keterangan saksi-saksi 
                                                           
80
 Aloysius Gonsaga Angi Ebo, 2011, Warung remang-remang menjamur di Barru, 
http://regional.kompas.com/, diakses pada tanggal 2 Februari 2014. 
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dan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum persidangan dan perbuatan para 
pelaku telah mencocoki rumusan delik. 
Penulis juga berpendapat tentang pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan sanksi yang diberikan pada perkara No: 
12/PID.B/2013/PN.BR sudah tepat jika dilihat dari hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, yang mana perbuatan 
Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, yang kemudian 
dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim 
memperoleh fakta-fakta yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar 
hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Dengan pemberian hukuman 
penjara oleh Hakim yang telah tepat, maka diharapkan dan dimungkinkan 
Terdakwa tidak dapat mengulangi perbuatannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis Penulis, maka Penulis berkesimpulan 
bahwa: 
1. Penerapan hukum Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak Pidana 
Penyedia Sarana Praktik Prostitusi adalah sudah tepat, dengan 
alasan antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur dalam Pasal 
296 KUHPidana saling mencocoki. Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan Dakwaan Subsidair yaitu Dakwaan Primair Pasal 
296 KUHPidana, Subsidair Pasal 506 KUHPidana. Dimana, 
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah 
melakukan Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi 
sebagaimana telah diatur Pasal 296 KUHPidana.  
2. Bahwa yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku Penyedia Sarana Praktik Prostitusi dalam Perkara Nomor 
12/Pid.B/2013/PN.BR adalah: 
a. Pertimbangan terbuktinya dasar delik Pasal 296 KUHPidana 
dengan alat bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas 
pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar 
uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 
b. Alasan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa 
meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral. 
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c. Alasan yang meringankan berupa terdakwa belum pernah 
dihukum serta terdakwa bersikap sopan dan mengakui 
semua perbuatannya selama di persidangan dan berjanji 
tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 
 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan 
saran sebagai berikut: 
1. Dalam peningkatan supremasi hukum, pihak kepolisian, 
kejaksaan, dan hakim sebaiknya lebih memahami tentang asas-
asas hukum pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 
penerapan hukum pidana materil.  
2. Diharapkan para penegak hukum agar lebih mengoptimalkan 
Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana penyedia 
sarana praktik prostitusi agar lebih jelas lagi. 
3. Diharapkan pemerintah setempat lebih memperhatikan 
kehidupan masyarakat sekitar daerah tersebut dengan 
memberikan pelatihan keahlian demi meningkatkan taraf hidup 
ekonomi masyarakat daerah tersebut agar tidak melakukan 
perbuatan yan melanggar hukum. 
4. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat 
untuk secara aktif dan menyeluruh mengawasi dan 
memberlakukan hukum di kawasan daerah tersebut. 
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